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iii Rencana Kerja Tahunan 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya, rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan telah selesai disusun. RKT ini 

merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.  

Rencana Kerja Tahunan (RKT) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara, undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Permenkes Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan 

Penganggara  Bidang Kesehatan dan Peraturan PeremenPAN RB Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan tersebut di amanatkan bahwa 

setiao Instansi Pemerintah wajib melaporkan kinerja atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Dit.Penyediaan Tenaga Kesehatan. 

Sebagai bagian dari sebuah manajemen dalam mencapai kinerja yang baik, RKT disusun 

melalui tahapan sebuah pemikiran yang kritis dimana dalam penyusunan tersebut mengacu 

kepada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang telah disusun dalam periode 5 tahun. Secara lebih 

teknis pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target dan sasaran indikator 

dijabarkan dalam RKT.  

RKT ini menjabarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan pedoman dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga dapat menciptakan tata laksana pemerintahan 

yang baik (good governance). 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 

RKT ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu sangat diharapkan saran, 

kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.  Semoga 

dokumen RKT ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

       Jakarta, 15 April  2022 

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan 

  

 

       Dra.Oos Fatimah Rosyanti,M.Kes 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  
 

Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Aksi Kegiatan (RAK) sebagai dokumen perencanaan program kegiatan. 

Perjanjian Kinerja yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan 

(Lapkeu) dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kemudian akan 

dilakukan evaluasi melalui evaluasi sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP).  

Penyusunan RKT merupakan dokumen yang memuat penjabaran kegiatan dan anggaran 

pada tahun berjalan yang akan mejadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dit.Penyediaan 

Tenaga Kesehatan dalam mencapai kinerja yang maksimal. Pada tahun 2022 ini berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya, dimana sistem penganggaran menggunakan SATU DIPA. Selain itu, 

adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Permenkes 

Nomor 5 tahun 2022, menjadi salah satu penyebab perubahan dalam perencanaan program dan 

penganggaran, dimana penganggaran tersebut mengikuti perubahan tugas dan fungsi tersebut.  

Perubahan tersebut diikuti oleh perubahan indikator kinerja Dit.Penyediaan nakes 

sehingga secara penganggaran, ada beberapa program yang tidak ada di Dit.Penyediaan Tenaga 

Kesehatan namun dalam teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dit.Penyediaan nakes. 

Sebelum perubahan tersebut, Pusdik SDMK mempunyai 3 (tiga) Indikator baik dalam RPJMN 

maupun Renstra Kemenkes dan setelah perubahan menjadi Dit.Penyediaan Nakes menjadi 8 

(delapan) indikator kinerja.  

Pada tahun 2021, capaian ke 3 indikator Pusdik SDM Kesehatan telah mencapai 100%, 

dan pada tahun 2022 ini ke 3 indikator tersebut terus dilaksanakan karena merupakan indikator 

dalam RPJMN. Indikator kinerja program afirmasi pendidikan dapat tercapai 100% (1.314 orang) 

dari target 1.000 orang, untuk prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan telah tercapai 151,9% atau 237 prodi da 

lembaga. Untuk jumlah lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di 

fasyankes Pemerintah telah tercapai sebesar 253,7% atau 2.537 orang.  

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mencapai target 

indikator pada tahun 2022, maka perlu dilakukan perencanaan capaian kinerja yang menjadi 

acuan atau pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan tahunan yang dituangkan dalan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) sekaligus untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian kinerja tahun 2022 

sehingga menjadi masukan program dan kegiatan tahun anggaran 2023.  
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B. Dasar Hukum 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi 

dan Penggelolaan Perguruan Tinggi 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional 

8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

9. Peraturan PresidenNomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

10. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2017 tentang 

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Strategi 

Kementerian Kesehatan 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 5 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kesehatan 

15. Rencana Aksi Program Direktorat Tenaga Kesehatan 

16. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan 

 

C. Tugas Pokok Dan Fungsi  
 

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022. Dalam bagian 

kelima pasal 166 Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan 
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peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga 

Kesehatan;  

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan;  

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan dan 

peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi 

tenaga Kesehatan;  

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;  dan 

6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 
 

A. Capaian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 

2021 
Pada tahun 2021, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai 3 indikator kinerja 

dengan capaian sebagai berikut :  

 

Tabel  2.1 Capaian Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2022 

 

Indikator Kinerja Kegiatan  Target Capaian 

Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan 

Biaya Pendidikan Diutamakan Pada 

Daerah Bermasalah Kesehatan dan 

DTPK 

1.000 orang 1.314 orang  

(131,4%) 

Jumlah prodi dan lembaga pendidikan 

SDM kesehatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan program 

pembangunan kesehatan (kumulatif) 

156 prodi dan 

lembaga 

237 prodi dan lembaga 

(151,9%) 

Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan 

Poltekkes Kementerian Kesehatan RI 

yang didayagunakan di fasyankes 

Pemerintah 

1.000 orang 2.537 orang  

(253,7%) 

 

B. Analisis hambatan dan kendala capaian indikator Kinerja tahun 2021 
 

1. Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah 

Bermasalah Kesehatan dan DTPK 

Capaian indikator jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan 

pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK telah tercapai diatas 100%. Capaian 

indikator ini tidak mendapat kendala dalam pelaksanaan pendidikannya. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab III 

bagian kesatu pasal 6 pegawai ASN terdiri dari ASN dan PPPK. Berdasarkan 

peraturan tersebut, terjadi permasalahan dan kendala dalam perekrutan lulusan 

program afirmasi PADINAKES karena tenaga honorer yang sudah berkerja masih 

banyak yang belum juga diangkat menjadi tenaga honorer. Sementara itu, dalam 
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penerimaan PPPK terdapat prasyarat untuk menjadi PPPK harus mengabdi minimal 

2 tahun. Sementara ini pendayagunaan lulusan program PADINAKES melalui 

program Nusantara Sehat.  

2. Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif) 

Capaian kinerja prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan telah tercapai sebesar 151,9 % 

(237 prodi dna lembaga). Jika disandingkan dengan target RPMJN tahun 2024, 

dengan target 260 prodi dan lembaga sehingga masih terdapat 23 prodi dan lembaga 

yang harus disesuaikan dengan program pembangunan bidang kesehatan. Kendala 

dan hambatan pada kinerja ini silemkerma yang madih belum dibuka oleh 

kementerian pendidikan dan kebudayaan.  

3. Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang 

didayagunakan di fasyankes Pemerintah 

Capaian lulusan Poltekkes Kemenkes yang di dayagunakan di Fasyankes 

Pemerintah telah mencapai 235,7% . Hal ini menunjukan lulusan Poltekkes Kemenkes 

di butuhkan dan mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan bidang 

kesehatan. Harus di telaah dan di kaji lebih lanjut untuk target, mengingat capaian 

sudah melebih 150% sehingga diperlukan perhitungan ulang.  
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BAB III 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

A. Kebijakan 
Tahun 2022 merupakan tahun perubahan setelah terbitnya Permenkes nomor 5 

tahun 2022 pada tanggal 7 Februari 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola. 

Merujuk pada peraturan tersebut, Pusdik SDM Kesehatan berubah menjadi Direktorat 

Penyediaan Tenaga Kesehatan. Adanya perubahan tersebut juga berdampak pada 

perubahan tugas dan fungsi sehingga mempengaruhi indikator kinerja Dit.Penyediaan 

tenaga kesehatan. Pada tahun 2022 ini indikator Dit.Penyediaan tenaga kesehatan 

menjadi 8 (delapan) indikator kinerja yang dapat diuraikan sebaagai berikut :  

 

Tabel 3.1 Target dan Indikator Kinerjaa Dit.Penyediaan Tenaga 

Kesehatan TA 2022 

No Indikator Target 

1. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas 

yang menerima beasiswa pendidikan 

500 

2 Persentase daerah prioritas yang 

memperoleh program beasiswa 

pendidikan dokter 

50% 

3 Jumlah tenaga kesehatan di daerah 

prioritas yang menerima beasiswa 

pendidikan 

1.314 

4 Persentase daerah prioritas yang 

memperoleh program beasiswa 

pendidikan SDM Kesehatan 

70% 

5 Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan kompetensinya melalui 

beasiswa jalur pendidikan 

1.400 

6 Jumlah Perguruan Tinggi yang 

melaksanakan program AHS 

30 

7 Persentase dr spesialis penerima 

beasiswa yang ditempatkan sesuai 

perjanjian penempatan 

100% 

8 Persentase lulusan Poltekes Kemenkes 

yang diterima sebagai tenaga kesehatan 

di puskesmas  

40% 

 



 

8       

Dalam mendukung pencapaian indikator, pelaksanaan anggaran 

disesuaikan dengan mengacu kepada Redesain Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran (RSPP) merupakan suatu pendekatan untuk menjadi lebih 

berbasis kinerja. Redesain tersebut disusun dengan menggunakan Rincian Kerja 

Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Pada tahun 2022 kebijakan 

penganggaran menggunakan SATU DIPA,namun pada waktu perpindahan tugas 

fungsi belum disertai dengan perubahan program sehingga pada tahun 2021 

penganggaran dengan dua kode kegiatan yaitu 2077 dan 6823. Sedangkan untuk 

program, pada program pemberian bantuan pendidikan dokter dan dokter 

spesialis masuk pada program Pelayanan kesehatan dan JKN yang dimiliki oleh 

Dit.Peningkatan Mutu. Dalam penganggaran masih dilaksanakan oleh 

Dit.Peningkatan Mutu namun dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh 

Dit.Penyediaan Nakes. Untuk melaksanakan kagiatan dilakukan pengangaran 

melalui KRO dan RO.  Susunan KRO dan RO Dit.Penyediaan Nakes sebagai 

berikut :  

Tabel 3.2 KRO dan RO Dit.Penyediaan Tenaga Kesehatan  

KODE Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Sub 
Komponen/Detail 

Target Satuan Anggaran 

024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan 
Vokasi 

    50,915,430,000 

2077 Pendidikan SDM Kesehatan     20,256,233,000 

2077.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line] 1 Rekomendasi Kebijakan 1,000,000 

2077.ABG.001 Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang 
Kesehatan 

1 Rekomendasi Kebijakan 1,000,000 

2077.ADA Standarisasi Produk[Base Line] 6 Produk 926,040,000 

2077.ADA.002 Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi 
Tenaga Kesehatan 

6 Produk 926,040,000 

2077.AEC Kerja sama[Base Line] 16 Kesepakatan 2,000,744,000 

2077.AEC.001 Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan 
Tinggi Bidang Kesehatan 

16 Kesepakatan 2,000,744,000 

2077.BDB Fasilitasi dan Pembinaan 
Lembaga[Base Line] 

114 Lembaga 10,745,100,000 

2077.BDB.002 Poltekkes Kemenkes Yang 
Mengimplemantasikan Pembelajaran 

sesuai Dengan SN-DIKTI 

24 Lembaga 5,756,100,000 

2077.BDB.003 Poltekkes Kemenkes Yang Meningkat 
Kinerja Publikasi, Penelitian dan 

Pengabmasnya 

38 Lembaga 4,449,400,000 

2077.BDB.004 Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama 
Poltekkes Kemenkes 

38 Lembaga 517,000,000 

2077.BDB.005 Klasterisasi Poltekkes Kemenkes 14 Lembaga 22,600,000 

2077.DBA Pendidikan Tinggi[Base Line] 1   102,600,000 
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2077.DBA.001 Mahasiswa Poltekkes Kemenkes 
Berprestasi 

1 orang  102,600,000 

2077.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan[Base Line] 300   3,530,320,000 

2077.DCI.001 Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang 
Ditingkatkan Kompetensinya 

300 orang  3,530,320,000 

2077.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 
Daerah[Base Line] 

1 Daerah (Prov/Kab/Kota) 775,328,000 

2077.FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah 1 Daerah (Prov/Kab/Kota) 775,328,000 

2077.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line] 1 Rekomendasi Kebijakan 570,061,000 

2077.PBG.001 Akselerasi Produksi Dokter dan Dokter 
Spesialis 

1 Rekomendasi Kebijakan 570,061,000 

2077.QDB Fasilitasi dan Pembinaan 
Lembaga[Base Line] 

38 Lembaga 785,250,000 

2077.QDB.001 Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM 
Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan 

Kebutuhan Program Pembangunan 
Kesehatan 

10 Lembaga 371,730,000 

2077.QDB.002 Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 
Yang Meningkat Status Akreditasinya 

28 Lembaga 413,520,000 

2077.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line] 814 Orang 819,790,000 

2077.QEJ.001 Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan 

Diutamakan Pada Daerah Bermasalah 
Kesehatan dan DTPK 

814 Orang 819,790,000 

6823 Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi 
Tenaga Kesehatan 

    30,659,197,000 

6823.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line] 1.0 

Rekomendasi 
Kebijakan 

Rekomendasi Kebijakan 245,600,000 

6823.ABG.001 Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang 
Kesehatan 

1.0   Rekomendasi Kebijakan 245,600,000 

6823.ADA Standarisasi Produk[Base Line] 31 Produk 6,156,076,000 

6823.ADA.001 Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang 
Kesehatan Terstandar Nasional 

1 produk 1,422,996,000 

6823.ADA.002 Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi 
Tenaga Kesehatan 

30.0   produk 4,733,080,000 

6823.AEC Kerja sama[Base Line] 2 Kesepakatan 6,552,245,000 

6823.AEC.001 Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan 

Tinggi Bidang Kesehatan 

2.0   Kesepakatan 6,552,245,000 

6823.AEG Konferensi dan Event[Base Line] 1 Kegiatan 202,700,000 

6823.AEG.001 Konferensi dan Event Nasional 

Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 

1.0   Kegiatan 202,700,000 

6823.AFA Norma, Standard, Prosedur dan 

Kriteria[Base Line] 

6.0 NSPK NSPK 399,720,000 

6823.AFA.001 NSPK Pendidikan Tinggi Bidang 

Kesehatan 

6.0   NSPK 399,720,000 

6823.BDB Fasilitasi dan Pembinaan 
Lembaga[Base Line] 

79 Lembaga 6,730,266,000 

6823.BDB.001 Poltekkes Kemenkes Yang 
Mengimplemantasikan Pembelajaran 
sesuai Dengan SN-DIKTI 

14.0   Lembaga 3,414,000,000 

6823.BDB.002 Poltekkes Kemenkes Yang Meningkat 

Kinerja Publikasi, Penelitian dan 
Pengabmasnya 

10.0   Lembaga 1,493,600,000 

6823.BDB.003 Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama 

Poltekkes Kemenkes 

1.0   Lembaga 2,000,000 

6823.BDB.004 Klasterisasi Poltekkes Kemenkes 24.0   Lembaga 38,800,000 

6823.BDB.005 Perguruan Tinggi Yang Melaksanakan 
Program Academic Health System 

30.0   Lembaga 1,781,866,000 
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6823.DBA Pendidikan Tinggi[Base Line] 198 Orang 3,447,625,000 

6823.DBA.001 Mahasiswa Poltekkes Kemenkes 
Berprestasi 

198 Orang 3,447,625,000 

6823.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 
Daerah[Base Line] 

1 Daerah (Prov/Kab/Kota) 251,952,000 

6823.FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah 1.0   Daerah (Prov/Kab/Kota) 251,952,000 

6823.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line] 3 Rekomendasi Kebijakan 2,705,064,000 

6823.PBG.001 Akeselerasi Produksi Dokter dan Dokter 

Spesialis 

3.0   Rekomendasi Kebijakan 2,705,064,000 

6823.QDB Fasilitasi dan Pembinaan 
Lembaga[Base Line] 

54   2,692,141,000 

6823.QDB.001 Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM 
Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan 

Kebutuhan Program Pembangunan 
Kesehatan 

31 Lembaga 1,175,583,000 

6823.QDB.002 Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 
Yang Meningkat Status Akreditasinya 

23.0   Lembaga 1,516,558,000 

6823.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line] 449.0 Orang Orang 1,080,448,000 

6823.QEJ.001 Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan 
Diutamakan Pada Daerah Bermasalah 
Kesehatan dan DTPK 

449.0   Orang 1,080,448,000 

6823.SBA Pendidikan Tinggi[Base Line] 1000.0 Orang Orang 195,360,000 

6823.SBA.001 Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes 
Kemenkes Yang Didayagunakan di 
Fasyankes Pemerintah 

1000.0   Orang 195,360,000 

 

Kegiatan dan anggaran yang dianggarkan dalam Program Pelayanan kesehatan dan JKN 

sebagai berikut :  

Kode Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Sub 
Komponen/Detail 

Target Satuan Anggaran 

024.12.DG Program Pelayanan Kesehatan 
dan JKN 

    312,711,750,000 

2075.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi[Base 
Line] 

2306 Orang 123,847,060,000 

2075.QEJ.001 Bantuan Pendidikan Program 
Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS)/Program Pendidikan 
Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) 

1690 Orang 94,532,575,000 

2075.QEJ.002 Bantuan pendidikan Program 
Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS)/Program Pendidikan 
Dokter Gigi Spesialis (PDGS) 
Papua dan Papua Barat 

62 Orang 3,250,850,000 

2075.QEJ.003 Bantuan Pendidikan SDM 
Kesehatan 

553 Orang 25,367,885,000 
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2075.QEJ.005 Afirmasi Bantuan Biaya 
Pendidikan Dokter pada DTPK 
dan Daerah Bermasalah 
Kesehatan 

1.0 Orang   695,750,000 

6815.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi[Base 
Line] 

4266.0 Orang   188,864,690,000 

6815.QEJ.001 Bantuan Pendidikan Program 
Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS) / Program Pendidikan 
Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) 

600.0   Orang 54,105,745,000 

6815.QEJ.002 Bantuan pendidikan Program 
Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS)/Program Pendidikan 
Dokter Gigi Spesialis (PDGS) 
Papua dan Papua Barat 

38.0   Orang 3,704,100,000 

6815.QEJ.003 Bantuan Pendidikan SDM 
Kesehatan 

1535 orang 25,919,615,000 

6815.QEJ.004 Bantuan Fellowship Bagi Tenaga 
Kesehatan 

230 orang    

6815.QEJ.005 Afirmasi Bantuan Biaya 
Pendidikan Dokter pada DTPK 
dan Daerah Bermasalah 
Kesehatan 

499 Orang 99,256,850,000 

6815.QEJ.006 Program bantuan Pendidikan 
Partial Funding PPDS/PPDGS 

110.0   Orang 5,878,380,000 

 

B. Pendanaan  
Total Alokasi Anggaran Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Rp 

404.260.303.000 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan : Rp. 20.256.233.000 

2. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan : Rp 

30.659.157.000 dengan Blokir Rp 19.145.544.000 

3. Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Rp 123.847.060.000 

4. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Rp 

188.864.690.000 

5. Kegiatan Tata Kelola SDM Kesehatan Rp 40.633.163.000 
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BAB IV 

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Dalam rangka pencapaian target indikator yang tertuang dalam Renja K/L dan Perjanjian 

Kinerja tahun 2021 telah disusun rencana pencapaian target indikator dan rencana penarikan 

anggaran kegiatan Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan sampai Desember 2021. Dit.Penyediaan 

Tenaga Kesehatan telah menyusun kertas kerja pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja 

Dit.Penyediaan Nakes, kinerja Output dan anggaran sebagai berikut :  

Tabel 3.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dit. Penyediaan Nakes TA 2022 

A Kegiatan:  Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi  Tenaga Kesehatan 

No Indikator Target 
Rencana Capaian Kinerja 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Jumlah calon dokter dari 
daerah prioritas yang 
menerima beasiswa 
pendidikan  *(IV.A.2) 

500 0 0 0 500 

2 Persentase daerah prioritas 
yang memperoleh program  
beasiswa pendidikan dokter  
*(IV.A.2) 

50 0 0 0 50 

3 Jumlah tenaga kesehatan di 
daerah prioritas yang 
menerima beasiswa 
pendidikan *(IV.A.2) 

1,314 814 814 814 1,314 

4 Persentase daerah prioritas 
yang memperoleh program 
beasiswa pendidikan SDM 
Kesehatan *(IV.A.2) 

70 0 0 0 70 

5 Jumlah SDM Kesehatan yang 
ditingkatkan kompetensinya 
melalui beasiswa jalur 
pendidikan *(IV.A.2) 

1,400        
1,011  

       
1,011  

       
1,011  

1,400 

6 Persentase dokter spesialis 
penerima beasiswa yang 
ditempatkan sesuai perjanjian 
penempatan *(IV.A.2) 

100 0 0 50 100 

7 Jumlah Perguruan Tinggi 
yang melaksanakan program 
AHS  *(IV.A.2) 
 
  

30 5 10 20 30 

B Kegiatan:  Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 
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1 Persentase lulusan Poltekkes 
Kemenkes yang diterima 
sebagai tenaga kesehatan di 
puskesmas *(IV.A.2) 

40 0 0 25 40 

 

Rencana Penarikan anggaran berdasarkan indikator kinerja untuk mendukung 

pencapaian kinerja sebagai berikut :  

No Indikator Alokasi 
Rencana Realisasi Anggaran 

Q1 Q2 Q3 Q4 

A Penyediaan 
dan 
Peningkatan 
Kualifikasi 
tenaga 
Kesehatan 

  

  

1 Jumlah Calon 
Dokter dari 
Daerah 
Prioritas yang 
Menerima 
Beasiswa 
Pendidikan 

99,952,600,000.00 0    
4,523,500,000  

     5,100,200,000  90,328,900,000  

2 Persentase 
Daerah 
Prioritas yang 
Memperoleh 
Program 
Beasiswa 
Pendidikan 
Dokter 

3 Jumlah Tenaga 
Kesehatan di 
Daerah 
Prioritas yang 
Menerima 
Beasiswa 
Pendidikan 

2,119,803,000 310,870,000    
1,637,822,000  

        100,560,000         70,551,000  

4 Persentase 
Daerah 
Prioritas yang 
Memperoleh 
Program 
Beasiswa 
Pendidikan 
SDM 
Kesehatan 

51,287,500,000.00 9,210,650,000    
1,100,255,000  

   40,500,500,000  476,095,000.00  

5 Jumlah SDM 
Kesehatan 
yang 
Ditingkatkan 
Kompetensinya 
Melalui 
Beasiswa Jalur 
Pendidikan 

6 Persentase 
Dokter 
Spesialis 
Penerima 
Beasiswa yang 
Ditempatkan 

161,471,650,000.00 2,108,365,000  
45,565,200,000  

   72,003,325,000  41,794,760,000  
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Sesuai 
Perjanjian 
Penempatan 

7 Jumlah 
Perguruan 
Tinggi yang 
Melaksanakan 
Program AHS 

3,835,440,000.00 17,500,000       
625,000,000  

2,204,560,000.00  988,380,000.00  

B Kegiatan:  Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

8 Persentase 
lulusan 
Poltekes 
Kemenkes 
yang diterima 
sebagai tenaga 
kesehatan di 
puskesmas 

48,495,115,000.00 1,969,865,203      
3,556,000,000  

        
42,320,000,000  

            
649,249,797  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 
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Monitoring dan evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala untuk 

mengetahui kemajuan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran. 

Monitoring dilakukan setiap bulan dan triwulan dengan menggunakan e-monev Dirjen Anggaran 

(SMART-DJA) dan e- monev Bappenas. Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam 

pencapaian kinerja dilakukan  melalui : 

1. Laporan Triwulan 

2. Laporan Kinerja 

3. Laporan Tahunan 

4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) 

Hasil monev yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik 

terharap pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam periode berikutnya.  
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